Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2.

WALIKOTA AMBON,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penvelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka sesuai ketentuan pasal 122 Retribusi Tera/Tera
Ulang termasuk sebagai  jenis retribusi jasa umum
kabupaten/kots;

bahwa selain sebagai jenis retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf b, pelaksanaan tera / tera -ulang juga
merupakan upaya perlindungan konsumen dan produsen
dalam melakukan kegiatan perdagangan guna menciptakan
perdagangan yang sehat dan adil, dimana pelayanan
kemetrologian menjadi bagian dalam kegiatan perdagangan
guna memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran
sehingga layak untuk dipergunakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80} sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645};

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 fentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193};




4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999  te;
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Rep

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lemb, i
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan  Daerah (Lembaran _
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undag
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Repu

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb.
Negara Republik Indonesia Nomor 1844)

ten
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Mengatur dan Mengu

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 30)

r

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentan
Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Laj
yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahus
1987 Nomor 7);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentan
Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan
Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 3388);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tah
Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah Otonom (Lembaran Negara Re
Tahun 2000 Nomor o4, Tam
Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000

Standarisasi  Nasional (Lembaran  Negara Republik /¢
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199); '

14. Peraturan Pemerintah
Pedoman Pembinaan d
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re
Tahun 2005 Nomor 165, Tam
Republik Indonesia Nomor 4593);

publik Indonesia}; |
bahan Lembaran Negara
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15.

16,

Peraturan - Pemerintah Nomor 38. Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan :Pemerintahan Antara- Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi: dan Pemerintahan® Dderah
Kabupaten/Kota (Lembaran : Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran. Ncgara
Republik Indonesia Nomor FIBTY; o0 o e

Peraturan -Pemerintah Repubhk Indonesm, Nowmier 69
tahun 2010 “* tentang Tata Cara - Pembeérian © Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan: Pajak’ Daerah Dan

- Retribusi ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

17.

18

19,

21.

Tahun 2010, nomor 1 19J;: (Tambahan ‘Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Perdagangan Repubhk Ihdoresia Nomor
61/M-DAG/ PER /2010 tentang Tandd Tera Tahun 2011;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan
Kemetrologian;

Keputusan - Menteri Penndustnan ' 'dan Perdagangan
Nomor 731/MPP/Kep/10/ 2002 tentang Pengelolaan
Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian;..

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi  Kewenangan Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri
E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerali Kota Ambon Tatwun

2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, ’I‘ambahan Lembaran
Daerah Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

“Menetapkan :

) "Dan’ o
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN E

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BARB 1 o
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dim._aksi_ld dengan :

Daerah adalah Kota Ambon.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon
Walikota adalah Walikota: Ambon.

Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Permdustnan Kota Ambon.




~

10.
11,

12.
13.

14,

18.

19.

- Tera Ulang adalah suatu kegiata

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesﬁi
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuy. ‘
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merup'ak:f;
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroaii
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atayg dalaii;j;_
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuar.i‘f;
perkumpulan, yayasan, organisasi masa yang sejenis, lembaga, bentul
usaha tetap dan bentuk badan lainnya. | !
Pelayanan Tera/tera ulang adalah pelayanan berupa pengujian;
pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat—ala’%
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. E
Retribusi Tera/tera ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, terd
ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang d

perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keada.
terbungkus.

Objek Retribusi adalah pelayanan
timbang dan perlengkapannya serta
terbungkus yang diwajibkan
undangarn. -

pengujian  alat-alat ukur, tak
pengujian barang dalam keadaan
sesual dengan peraturan perundang—‘_

yang memperoleh jasa’
pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang

dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus,

retribusi.

Alat ukur adalah alat vang
kualitas dan atau kuantitas.
Alat takar adalah alat yan
kuantitas atau penakaran.
Alat timbang adalah alat yang

 diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbangan.

- Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau di

» Penakaran atauy penimbangan.

nandai dengan tanda tera sah atau tanda:
tera batal yang berlaku atay memberikan keterangan tertulis yang

bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh ;
Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP:
vang belum terpakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

N menandai berkala dengan tanda tera
sah atau tanda tera batal

alat UT'TP yang telah ditera,
Kabbrasi adalah
konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bah
membandingkan dengan standar ukuran
Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.

Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus,
disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang
ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk

mempergunakannya  harus merusak pembungkusannya atau segel -
pembungkusannya. ' '

yang - selanjutnya




Menjustir adalah mencocokkan ‘atau melakukan perbaikan ringan dengan
twjuan agar -alat ,yang. dicocokkan atau. . diperbailki- itu memenuhi
persyaratan tera atau tera ulang. - T

'21. Surat Pendaftaran Objek Retribiisi Daerah, yang selanjutnya disingkat

- SPdORD ' adalah surat yang digunakan. oleh. Wajib Retribusi untuk

melapor objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan

~ dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
- undangan vang berlalau. . ' ,

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yvang selanjutnya disingkat. SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang. -

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRD adalah

. surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sarksi adrministrasi

. berupa bunga dan atau denda. _ '

24, Pembayaran Retribusi Daerah .adalah besarnya kewajiban yang harus

dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk ‘dengan batas waktu yang telah

ditentukan. ‘

BAB II
NAMA, OBJEK.DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Téra /Tera Ulang dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

Pasal 3 N T
Objek Retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur;
takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Pasal 4

1 Sulbj i i ah setiap orang  pribadi. atau ' badan yang
Y iiiziroii?:;l; 1:p<3iri1adyaailﬁllam tera /Izera ula‘%lg dan kali’c?'.rasi qlat—aiat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam
keadaan terbungkus. . _

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut pcraturan
perundang-undangan  diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,

BABII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5 o |
_Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digdlongkah sebagai Retribusi Jasa
Uit




BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

frekuensi pemberian jasa pelayanan, tin
kapasitas alat ukur, takar,

waktu dan peralatan pengujian vang digunakan.

_ BAB YV
PRINSIP DAN SASARAI DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan

retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jjasa pelayanait
tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifita

pengendalian  yang meliputi  biaya operasional, biaya perawatan darn
pemeliharaan, serta biaya pengawasan. '

struktur dan sasaran besarnya tarit

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis alat-alat ukur, &

takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam
keadaan terbungkus serta kalibrasi. :

(2) Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah inj, ‘ ]

Pasal 9

{1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebag

almana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks :

harga perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagai

mana dimaksud pada ayat (2)-
ditetapkan dengan peraturan Walikota,

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

i

Retribusi yang terutan
ulang diberikan.

g dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera

:




-
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BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Paszal 11

Masa retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Masa retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beriakn apabila
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya mengalami perubahan

fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib
retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk BDKT. '

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
' Pasal 12

- Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

SPAORD sebagaimana dimalksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD

scbagaimana dimaksud pada avat | 1} diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan pada saat dilaksanakan pelayanan tera/tera ulang.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan /atau kartu langganan.

Pasal 14
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
Hasil retribusi disetor ke kas daerah.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimalksud pada avat (1} dilakukan
dengan menggunakan SKRD. '

Walikota atas permohonan W ajib Retribusi setelah memenithi persyaratan
yang ditentukan dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Relribusi

untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% [dua persen} sebulan.




Paszal 15

(1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) h
sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

{2} Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan ST
jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi erutang tepat pa
waktunya atau kurang membayar. ‘ '

{3) Penagihan retribusi terutan
didahului surat teguran.

(4) Surat teguran, peringatan atau surat lain
tindakan penagihan retribusi dik
sejak jatuh tempo pembayaran

{5) Dalam tempo 7 {tujuh) [ se
teguran atau surat lain yang sejenis
retribusi yang terhutang.

yang sejenis sebagai aw:
eluarkan segera setelah 7 {tujuh) h

(6) Surat teguran, peringatan atau sur

at lain yang sejenis dikeluarkan ol
Walikota atau Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pemungutan, pembayaran,
penundaan pembayaran dan penagihan se

bagaimana dimaksud pada pasal
12, pasal 13 dan pasal 14 ditetapkan denga

n peraturan Walikota.

BARB XII
- SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak

membayar tepat pada waktunya,
dikenakan sanksi. administrasi beru

pa- denda 2 % {(dua persen) setiap
g terutang dan ditagih dengan menggunakan

(2} Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui . dinas atau pejabat yang
ditunjuk melakukan teguran.

{3} Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi

oleh Waijib Retribusi, Walikota dapat menyita peralatan ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya (UTTP). :

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
- PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1} Walikota dapat memberikan pengurangan, kerir;'ganén dan pembebas
retribusi pelayanan tera/tera ulang.

{2} Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keadaa
tertentu wajib retribusi.



) E-CTata cata pemberlan pengurangan kermganan dan: p" ibe asanretrlbum
%ebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) dlElt'U_I“ 1eb1h lanjut oleh Wahkota

BAB XIII o
KADALUARSA PENAGIHAN
' Pasal 19

ngka wachu (t1ga) ‘tahumn terhltung" eja
:6;91:1311 - wapb retnbum melakukan tmdak

: ;'-}'.tertangguh ""f . N
Dlterbltkan surat- teguran ataur.

). ‘nda bngaﬂuan tahg T
' mau“pun tidak: lanosuncr S

). Dalant hal diterbitkan surat teguran sebageum,
Coohuaruf apkadaluarsa Ui’n hu y C‘n 1t1_1
‘ '_'.j_teouran tersebut S _ L
- Pengakuan utang retmbum *se‘c*ara langsung sebagalmana dirnal
| aye i "rei,rlbum dengan k adara iy

"“-,-i*(zj huruf, b ciapat dmetah“l daiﬁ Jat i pe = e
1te a3 dan pefmohonan -eberatafl olehl_”-- VL

‘?%'meiakukan penaglh :

0} Walikota menetapkan
Csudah kadaluarsa sebaveumana dlmaksua pada ayat {l}

- Tata cara penghapusan piutang: retr1bu31 yang sud:" '
dengeh’ Peratutan w ahkotc,, -

(1) Instansi yarg melaksanaka
. atas dasar penca.pamn Kirng

-'-2} Pembeﬁa 1*13ent1f e bagal_ :

eqoap pe.y




(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terfentu

il oy
PENYIDIKAN
Pasal 22

di lingkungan pemerintah dae
idik untuk melakukan penyidi
acrah sebagaimana diatur dal

diberi wewenang khusus sebagai Peny
tindak pidana dj bidang retribusi d
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a. Menerima, mencari, menguropulkan  dan  menelitj keterangan at.
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daer
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap

b. Meneliti, mencart dan me
pribadi atau badan tentang kebenaran
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.

d. Memeriksa buku-buku

€. Melakukan penggeledahan  untulk mendapatkan  bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebrt.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
tindak pidana dj bidang retribusi daerah.

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang
fuangan atau tempat pada saat pemeriksaa
memeriksa  identitas orang dan/atau
sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret Se€seorang yvang berk
retribusi daerah.

1. Memanggil orang untuk didengar
ersangka atau saksi.

. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dj bidang retrih

usi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimang dimaksud pada
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyi
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

pelaksanaan penyidikan
Sescorang  meninggalkan
n sedang berlansung dan
dokumen yang dibawa

aitan dengan tindak pidana dij bidang

keterangannya dan diperiksa sebagai

—.

Acara Pidana.

BAY XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
Wajib  Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang vang tidak atay kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan penerimaan
negara.

10



“o . BAB.XVI
- -‘KE:J':::ENTUAN PENUTUP
- Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ‘setiap orang dapaf ﬁiengétahuiﬂya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota
Amborn.

Ditetapkan di Ambon
ggal 3Juli 2012

'_"f‘:TAMBON, r4é’

iundangkan di Ambon

‘padadanggal 3 Juli 2012 &

-LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
'T‘AH?TN 2012 NOMOR 15 SERI ¢ NOMOR 0



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

UMUM
ejak  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2004

¢!

tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan kemetrologian, khususnya
pelayanan Tera/Tera U Ié[ﬂg sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP
yang benar dan legal menjadi kewenangan kabupaten/Kota.

Tera/tera Ulang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah
perlu  dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan juga dalam upaya
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya
UTTP yang benar dan akurat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi .
Legal béhwa penyelenggaraan Tera/tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat -
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannva serta Pengujian Barang Dalam
Keadaan terbungkus bertujuan memberika_ﬁ perlindungan kepada
masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran

pengukuran. Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya

jo

‘D

o]
ag

V]

)

W1 penguiian alat-alat ulur, takar, timbang dan perlengkapan serta
pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan Biaya Tera.

Pelayanan Tera selama ini  dilakukan berdasarkan Peraturan

Penerimaan Negara Bukan Pajak wvang disetor ke kas negara namun
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, Penerimaan Negara Bukan Pajalk

sekarang dilimpahkan kedaerah dan menjadi kewenangan

b

kabupaten/kota. Pelimpahan cwenangan pelayanan tera/tera ulans ke

Pemerintah  Daerah sebagai retribusi pelayanan Jjasa umum selain
meruparan  bagian  dari bentuk  dehirokratisasi penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat pusat, juga dimaksudkan untuk mendorong

peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus peningkatan pelayanan

masyarakat di daerah.
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